
.4\l(ttf<M 

WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan 
bahwa APED, Perubahan APED dan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APED setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ;  

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentuka.n 
Peraturan Perundang .. Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan .atas Undang-Undang N.omor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 6279); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor S9 Tahun 
2007 tentang Perubahan at.as Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Permendagri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; 

13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 201"8 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 
Anggaran 2019 (Berit.a Daerah Nomor 06); 

14 .  Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pa1opo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Nomor 09}; 

15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota. 
Palopo Tahun Anggaran 2019; 

16.  Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggar.an P�� .dan Belanja 
Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019; 

2 



1' 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO 

dan 

WALIKOTA PALOPO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal 1 

(1 )  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 
memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilampiri 
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1 )  huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 984.500.257 .290,51 
b, Belanja Rp. 956.451.857 .030135 

Defisit Rp. 28.048.400.260,16 
c. Pembiayaan 

1 .  Penerimaan Rp. 51 .517.849.148,34 
2.  Pengeluaran Rp. 45.516.373.129224 
Pem.biayaan Netto Rp. -6.001.47-6.01-9, 10 

Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Rp. 34.049.876.2'79,26 
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Pasal 3 

984.500.257.290,51 
(21.355.871.607 ,49) 

Rp. 
Rp. 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 

(21.355.871.607,49) dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  Anggaran pendapatan Rp. l .005.856.128.898,00 

setelah perubahan 
2 Realisasi 

Selisih (kurang) 

956.451.857 .-030.35 
(S 1.605. 746.015,66) 

Rp. 
Rp. 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 
(51.605.746.015,65) dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Anggaran belanja setelah Rp. l.008.057.603.046,00 
perubahan 

2 Realisasi 
Selislh (kurang) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp. 
30.249.874.408,16 dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Defi&t Rp. (2.2-01.474.148,00} 
2 Realisasi Rp. 28.048.400.260, 16 

Selisih (lebih) Rp. 30.249.874.408,16 

51.517.849.148,34 
-46.3 75..()()()�0()(),� 

Rp. 
Rp. 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp, 46.375.000.000,34 dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Anggaran penerimaan Rp. 5.142.849.148,00 
pembiayaan setelah 
perubahan 

2 Realisasi 
$4,U�lel,ih 

45.516.373.129,24 
42.574.998.129,24 

Rp. 
Rp. 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp. 42.574.998.129,24 dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Anggaran pengeluaran Rp. 2.941.375.000,00 
pembiayaan setelah 
perubahan 

2 Realisasi 
Selisih lebih 

6.001.476.019 ,10 
3.800.001.871,10 

Rp. 
Rp. 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp. 3.800.001.871,1.Q dengan rincian sebagai berikut : 

1 .  Anggaran pembiayaan netto Rp. 2.201.474.148,00 
setelah perubahan 

2 Realisasi 
Selisih lebih 
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Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1 )  hurufb terhitung per 3 1  Desember 2019 sebagai berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 5.142.849.148,34 
b. Penggunaan Saldo Anggaran Rp. (5.142.849.148,34) 

Lebih 
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 

Anggaran 
d. Lain-Lain Rp. 
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 

Pasal 5 

34.049.876.279,26 

0,00 
34.049.876.279,26 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf c terhitung 
per 31  Desember 2019 sebagai berikut: 
a. Jumlah Asset Rp. 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 
.c. .Jumlah Ekuitas Rp. 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
( 1 )  huruf d terhitung per 3 1  Desember 2019 sebagai berikut: 

2.252.531.515.446,29 
136.244.017.713,20 

2 . l  16.287.497.733,-09 

a. Pendapatan Rp. 
b. Behan Rp. 

Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 
c. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Rp. 

Non Operasional 
Surplus/Defisit Sebelum Pos Rp. 
LuarBiasa 

d. Pas Luar Biasa Rp. 
Surplus/Defisit - LO Rp. 

l.027.704.507.688,17 
903.434.633. 754,.30 
124.269.873. 933,87 

7 .456.521.583,68 

131.726.395.517,55 

0,00 
131 .726.395.517,55 

Pasal 7 

La.poran arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 )  huruf 
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  Desember 2019 sebagai 
berikut : 

a. Saldo awal Kas per 1 Januari Rp. 4.400. 7 42. 721 ,36 
2019 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 226.661.405. 762 ,57 
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. ( 198.613.005.502,41 )  
d. Arus kas dari aktivitas Rp. 858.626.870,76 

pendanaan 
e. Arus kas dari aktivitas Rp. (85.573. 754,00) 

transitoris 
f. Saldo awal Kas di BLUD Rp. 441.291.555 ,  98 
_g. Saldo awal Kas di FKTP Rp. 287.603.698,00 
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h. Saldo awal Kas di BOS Rp. 13 .211 . 173 ,00 
i. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Rp. 33.964.302.525,26 

FKTPdan BOS 
j .  Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp. 89 .354.275,00 

Pengeluaran 
k. Saldo Akhirl Kas di Bendahara Rp. 0,00 

Penerimaan 
I Saldo akhir Kas per 3 1  Rp. 34.053.656.800,26 

Desember 2019 

1 .  984. 561 . 102 .215,54 
131.726.395.517,55 

2.116.287.497.733,09 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Pasal 8 
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
( 1 )  huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  Desember 
2019 sebagai berikut: 
a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/Defisit LO 

c. Ekuitas Akhir 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1 )  huruf g untuk Tahun Anggaran 2019 memuat inform.asi 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 

Pasal 10 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri d ari :  
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 
b. Lampiran I . 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah dan 

c. Lampiran I . 2 

d. Lampiran I. 3 

e. Lampiran I. 4 

f. Lampiran II 

g. Lampiran III 
h. Lampiran IV 

i, Lampiran V 

j .  Lampiran VI 

k. Lampiran VII 

1. Lampiran VIII 
m. Lampiran IX 

organisasi. 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan. 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara. 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 
La.poran Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan Atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piuta.ng 
Tidak Tertagih 
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n. LampiranX 

0. Lampiran XI 
p. Lampiran XII 

q. Lampiran XIII 
r. Lampiran XIV 
s. Lampiran XV 
t. Lampiran XVI 
u. Lampiran XVII 
v. Lampiran XVIII 
w. Lampiran XIX 

x. Lampiran XX 

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 
Daftar Dana Cadangan Daerah 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya. 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 1 1  

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian 
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Palopo. 

.. 

i TELAH DIPERIKSA rARAf' TANGGAl 
. 

1. Sekretarli Kota li-- 

� ' 

2. Aslsten ..... 1.. ............ .... 

·i 
3. Kabag .... .l:t�t�\t ... v .  

l  
r  

.  

4. Kasubag ... ..£� ........ '·t�· ··c� I ,?:.,.• �·:, 

Ditetapkan di Palopo 

pada tanggal, 27 A g u s t u s  2020 

WALIKOTA PALOPO, 

JUDAS AMIR 

Diundangkan di Palopo 

pada tanggal, 27  A g u s t . u s  2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO 

FIRMANZA DP 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 01  TAHUN 2020 

NOMORREGISTER: B . fJ (( , . Q O H , @ 8 · 2 0  
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